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WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 7 TAHUN 202 1

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :a.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
' V

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota
Kota Lhokseumawe wajib mengajukan Rancangan Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Lhokseumawe untuk memperoleh persetujuan
bersama;

b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran
2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ketja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2018 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut

Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-
masing.

PEMRAK.



4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan
Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat
Pemerintah Kota.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota
sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Lhokseumawe.

6. Walikota yang selanjutnya disebut KDH adalah Walikota
Lhokseumawe.

7. Wakil Walikota yang selanjutnya disebut WKDH adalah Wakil
Walikota Lhokseumawe.

8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1
(satu) atau beberapa satuan keija perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.

16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah
Peraturan Walikota Lhokseumawe.

17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.



18. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut
Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk
mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan
dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022
terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembia3'aan
Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp. 786.728.218.630,00
2. Belanja Daerah Rp. 818.651.428.592,00

Surplus/ (Defisit) Rp. (31.923.209.962,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 33.923.209.962,00
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 31.923.209.962,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.786.728.2 18.630,00
(Tujuh ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh
delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh
rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakn sebesar Rp.70.436.617.843,00 (Tujuh
puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus
tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.34.182.500.000,00 (Tiga puluh empat
milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.4.087.500.000,00 (Empat milyar
delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta
rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.26.966.617.843,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus
enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan
ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp.716.291.600.787,00 (Tujuh
ratus enam belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta
enam ratus ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.606.577.943.000,00 (Enam ratus enam milyar lima ratus
tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu
rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.109.713.657.787,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus
tiga belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus
delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar
Rp.26.966.617.843,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus
enam puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan
ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Jasa Giro
b. Pendapatan Bunga
c. Pendapatan Denda Pajak Daerah
d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
e. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
f. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

(2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta
rupiah).

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.4. 100.000.000,00 (Empat milyar
seratus juta rupiah).



(4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00
(Seratus sepuluh juta rupiah).

(5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.13.346.617.843,00 (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh
enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat
puluh tiga rupiah).

(6) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.l10.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).

(7) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.8.900.000.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus juta
rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp.818.651.428.592,00 (Delapan ratus delapan belas
milyar enam ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh
delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a direncanakan sebesar Rp.563.408.052.513,00 (Lima
ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan juta lima
puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.317.985.035.306,00 (Tiga ratus tujuh
belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh
lima ribu tiga ratus enam rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.177.397.556.983,00 (Seratus
tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta
lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh
tiga rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.32.3 17.667.081,00 (Tiga puluh dua
milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tujuh
ribu delapan puluh satu rupiah).



(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.35.707.793. 143,00 (Tiga
puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan
puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp.142.497.457.379,00 (Seratus
empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta
empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.19.685.076.820,00 (Sembilan
belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh
enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.22.082.586.5 13,00 (Dua puluh dua milyar delapan puluh
dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga
belas rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.41.758.532.732,00 (Empat puluh satu milyar tujuh ratus
lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh
ratus tiga puluh dua rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.55.093.226.960,00 (Lima puluh lima milyar sembilan puluh
tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam
puluh rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.878.034.354,00
(Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh
empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima
milyar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.



Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d direncanakan sebesar Rp.107.745.918.700,00
(Seratus tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta
sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.3.827.000.000,00 (Tiga milyar
delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.103.918.918.700,00
(Seratus tiga milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan
ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

(1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.31.923.209.962,00 (Tiga puluh satu
milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan
ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga
puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus
sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus
dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus
enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

milyar).

Pasal 13

f
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(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.33.923.209.962,00 (Tiga puluh tiga milyar sembilan
ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh dua rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 (Nol).

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00
(Nol).

(7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar
rupiah).

(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 (Nol).

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).

(6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol).
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Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan teijadinya surplus/(deflsit)
sebesar Rp.(31.923.209.962,00) (Minus tiga puluh satu milyar
sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu
sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp.31.923.209.962,00

(3) (Tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua
ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

(1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, dengan cara
melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran beijalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16
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Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran dan Belanja Kota Lhokseumawe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini
terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10.Lampiran X

11.Lampiran XI

12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII

Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuaian
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-
Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran
yang direncanakan;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota
Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBK.



Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun Kota Lhokseumawe ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF KOORJ1/NASI
SEKDA ' V /
ASJST™ 1

PBWRAHARr yL
BAGIAN V

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2021 M

WALIKQ

25 Jumadil Awal

OKSEUMAWE,

1443 H

UAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 31 Desember 2021 M

25 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH (7/176/2021)
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